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DATAH NEGERI,DATA LINGKUNGAN KE}ENTERIAN PEREANTANY.
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MENTERI PERTANTIAN

Menimbang perlu mengatur kembali penjerahan hak kekuasaan untuk
memberikan istirahat dalam Negeri dalam lingkungan Kementerian Pertaniang

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1951, Peraturan
Pemerintah No.1l5 tehun 1953, serta Peraturan Menteri Pertanian No.l3 ta-
hun 1952, Peraturan Menteri Pertanian No.2 tahun 1953 dan surat-keputusan
lenteri Pertanian tanggal 2 Oktober 1953 No. 105/Um/53; ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan "PERATURAN PENJERAHAN HAK XBEXUASAAN UNTUX IEHMBIRIKAN
TSTIRAHAT DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KDMENTERIAN PERTANIAN" sebagail
berilkut:
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Hak kekuasaan memberikan istirahat dalam Negeri kepada pegawai?2
dalam lingkungan Kementerian Pertanian diberikan kepada pendjabat2 menu-
rut ketentuan? dslam Peraturan Menteri Pertanian No.l1l3 tzhun 1952, No.2
tahun 1953 jo. surat-keputusan lMcnteri Pertanian No. 105/Um/53, sepan-
djang jeng mengenai s

a» istirghat hamil,

D i sakit lebih dari 14 hari,

Cw ., karena alasan penting,

d. o ol < I R T

€ " diluar tanggungan legara.
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Hak kekuasaan untuk memberikan 3

8« 1stirahat libur, dan
b " sekit sampai 14 heri,

nengenal pegawaiz dari semua golongan, diberikan kepada masing2 Kepala
Kantor dimana pegawai jang bersannlzutan bekerdja.

Peraturan Pemerintah No.l5
1 dilakukan dengan surat=-
berikan setjara lisan atau
» mengenal istirahat jang

Sesuail dengan ketentuan dolon pas:
tahun 1953, pemberian istirchat mcaurut p
keputusan, sedang istirahat menurut pasal
tertulis dengan mengadikan tjataton seperlun
diberikan.

Pagal. &

Semua pemberinn istirahat harus dilakulkan menurut peraturan2 jang
berlaku,. PR g g E,
Istirahat keluer Negeri, termasuk istirchat untulk melokultan ibadah
ke Mekkah, diberikan oleh HMenteri Pertaniaon.
Poa g g 1048,
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PERATURAN IENTERI PERTANTAN No. 10/1953
tenfang .
NPERATURAN PENJERAHAN HAX KEXUASAAN UNTUX MEMBLRIKAN TSTTRAHAT -
DALAM NEGERT,DATAI LINGKUNGAN KEMENTERTAN PERFANIANY, '
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MEBENITERI PEBERIANI LN

Menimbang perlu mengatur kemball penjerahan hak kekuasaan untuk
memberikan istirahat dalam Negeri dalam lingkungan Kementerian Pertaniang

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1951, Peraturan
Pemerintah No.1l5 tahun 1953, serte Peraturan Menteri Pertanian No.l3 ta-
hun 1952, Peraturan Menteri Pertanien No.2 tahun 1953 dan surat-keputusan
lenteri Pertanian tanggal 2 Oktober 1953 No. 105/Un/53; .

MEMUTUS KATN s

Menetapkan "PERATURAN PENJERAHAN HAK XEXUASAAN UNTUK IESIBIRIKAN
ISTIRAHAT DALAM NEGERI, DALAM LINGKUNGAN KEMENTEZRIAN PERTANIAN' sebagail
berikut:

Fagad - L

Hak kekuasaan memberikan istirahat dalam Negeri kepada pegawai?
dalam lingkungan Kementerian Pertanian diberikan kepada pendjabat? menu-
rut ketentuan2 dalem Peraturan Menteri Pertanian No.1l3 tzhun 1952, No.2

tehun 1953 jo. surat-keputusen lenteri Pertanian No, 105/Um/53, sepan-
djang jeng mengenai s

&s 1stirahat hamil,

b = sakit lebih dari 14 hari,
s " karena alasan penting,

d. 9 be 8a 2 ;

€ i diluar tanggungan Negara.
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Hak kekuasaan untuk memberikan :

8. 1lstirahat libur, dan
b I sekit sampei 1Y% hori,

nengenal pegawai2 dari semua golongan, diberikan kepoda masing2 Kepala
Kentor dimane pegawail jang berscnglutan bekerdja.

.P_. Jﬂ.-s. .3; .1.. L .3.'

Sesual dengan ketsntuan dclam pasal 21 Peraturan Pemerintah No.1l5
tahun 1953, pemberian istirchat mcnurut pesal 1 dilekukan dengan surat-
keputusan, sedang istirahat menurut pasal 2 diberikan setjara lisan atau
tertulis dengan mengadakan tjatatan seperlunja mengenci istirshat jang
diberikan.

Pasdail, U

Semuz pemberian istirahat harus dil-kuwkan menurut peraturan2 jang
berlaku
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Istirahat keluer Negeri, termasult istirahat untuk melakulzan lbadah
ke Mekkah, diberikan oleh Menteri Pertanion.

Pog-g a1 a6,

A e S —

Hal~hal jang tidak termuot dalea peraturon ini, diputus oleh
Menteri Pertanian. Pra. s g0l sekd
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Peraturan ini mulai berlaku trngzal 1 Nopember 1953.-
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SaLIlAN deri PLRATURAN ini disampaiken kepada @

1. Semua Kementerion,
2. Semua Gubcrnur,
« Semua Dewan Temerintah Decrah rropinsi,
i. Dewan Pungawas Keuanan, '
5. Kcpala Bagian -Otonomi dan Descntralisasi

Kementerian Delam Negeri,

6. Kepala Kantor Urusan rogawai,

7. Kopala Djawatan Perdjalanan Nogeri,

8. Kantor Dana Fensiun di Jogjakarta,

9. Repala Bazlan rensiun dan Tundjangan dari
Kantor Urusan regawal di Bandung dan di Jogjakarta,

0. Semua RKantor Pusat Forbendasharaan, _

1. Semua Kepala Djawatan, Kantor, Balal dan Beigian
dalam lingkungan hementosrian Dertanian,

2. Sermmua Inspcktur dari Djawatan-djawatan dalam

lingkungan Kementerian Pertanien.-

Djakarta, 17 Desember 1953~
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